SALINAN

LTI
WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Wali
Kota Samarinda tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun
2019 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Samarinda Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah Kota
Samarinda Tahun 2020 Nomor 17);

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun
2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kota Samarida Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana
beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali
Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47
Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kota Samarida Tahun 2020 Nomor 115).
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Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli DaerahRp. 485.189.493.721,33
b. Pendapatan Transfer Rp.2.291.345.796.202,00
c. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah Rp 96.300.745.000,00
Jumlah Pendapatan Rp.105.349.076.251,03
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 893.334.605.690,00

2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 132.303.696.116,50
5) Belanja Bantuan

Sosial Rp. 0,00
6) Belanja bagi Hasil  Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan

Keuangan Rp. 2.098.645.335,00

8) Belanja Tidak
Terduga Rp. 93.794.421.718,39
Jumlah Belanja Tidak langsung Rp. 1.121.531.368.859,89

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 323.510.616.643,00
2) Belanja barang dan

Jasa Rp. 467.029.982.649,81
3) Belanja Modal Rp.1.066.113.143.021,66
Jumlah Belanja Langsung Rp.1.856.653.742.314,47
Jumlah Belanja Rp. 2.978.185.111.174,36
(Defisit) (Rp. 105.349.076.251,03)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 645.333.377.525,67
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 645.333.377.525,67

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 539.984.301.274,64
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Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Wali Kota Samarinda ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II PeraturanWali Kota Samarinda ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Samarinda ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Agustus 2021

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 225.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
ian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 1T6801 191988031002




